
 

 

 
 

PERATURAN BUPATI BREBES  

NOMOR        84       TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BREBES, 

 
Menimbang 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Mengingat 
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1. 

 
 
 

 

bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah 

Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, Besaran 

Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, 

kewajaran, nasionalitas, standar harga setempat yang 

berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pemberian Tunjangan Transportasi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun 2020; 

 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Linkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 
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1950 Nomor 42); 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5043); 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan  Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor  21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan  Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
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11. 

 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6057) ; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik  

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 

2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Brebes Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah  Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 

2007 Nomor 11); 

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Brebes  Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lebaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 

Nomor 14A); 

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Brebes  Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan Administrasi Pimpinan dan 
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 

2017 Nomor 6); 

Peraturan Bupati Nomor 057 Tahun 2017 tentang 

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium. Biaya 

Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang 

Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018 (Berita 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 77) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Perauran Bupati Brebes Nomor 

057 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan 

dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi 

Harga Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Brebes 

Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 

2017 Nomor 59); 

 

 
MEMUTUSKAN  : 

 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN 

TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES 

TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

Pasal 1 

 

Besarnya tunjangan  transportasi bagi pimpinan dan 

angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Brebes, adalah : 

a. Ketua              :  Rp.  9.000.000,00 / bulan 

b. Wakil Ketua     :  Rp. 8.000.000,00 / bulan 

c. Anggota           :  Rp. 8.000.000,00/ bulan 

  

Pasal 2 



Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi 

tanggung jawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Brebes.  

 
Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.  

 

 

 

   Ditetapkan di  Brebes 

   pada tanggal  

   BUPATI BREBES, 

 

 

                                                     IDZA PRIYANTI 

   

 


